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Abstrak 

Pertambahan penduduk adalah hal yang tidak dapat terelakkan dalam masa kini. 

Penduduk yang semakin berkembang mempengaruhi berbagai aspek, salah satunya 

adalah keterbatasan ruang dan lahan yang ada. Pemerintah sebagai alat Negara yang 

tugasnya adalah untuk mensejahterakan penduduknya bertanggungjawab untuk 

mengatasi masalah tersebut, salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ruang 

tersebut adalah dengan cara melakukan reklamasi, salah satunya terhadap pantai. 

Namun, dalam melakukannya pemerintah tidak bias sendirian, berbagai faktor yang 

mempengaruhi susahnya proses reklamasi pada akhirnya menuntut pengatur negara 

untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal ini. Akan tetapi tidak sampai 

disana, paska terbentuknya Tanah hasil reklamasi pantai timbul beberapa persoalan, 

persoalan yang paling sering adalah siapa yang berhak atas tanah hasil reklamasi 

tersebut. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa tentang Bagaiamana status hak 

atas tanah hasil reklamasi pantai, dan bagaimana prosedur pemberian hak atas tanah 

hasil reklamasi pantai. Dalam meneliti hal tersebut, penulis  menggunakan metode 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan 

menganalisa beberapa kasus yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian 

ini adalah bahwa status hak atas tanah hasil reklamasi adalah dalam penguasan Negara 

yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun untuk pihak yang 

membantu proses reklamasi diberikan sebuah keutamaan untuk mengajukan hak atas 

tanah dengan batasan hanya pada Hak guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. 

Mengenai prosedurnya, sama dengan prosedur pemberian pengajuan Hak Guna Usaha 

dan Hak Guna Bangunan. 

 

Kata kunci : Status Hukum, Hak Atas Tanah, Reklamasi. 
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Abstract 

Population growth is inevitable in the present. The growing population impacts many 

aspects, one of which is the limited space and land available. Government as a State 

tool, whose job is to make people prosperous, is responsible for solving the problem. 

One of the offered solutions to overcome the limitations of space is to do reclamation, 

for example doing beach reclamation. However, in doing so, the government is not 

biased alone, the various factors that affect the difficulty of the reclamation process 

ultimately require the state regulator to cooperate with the private sector in this regard. 

However, not until there, after the formation of land resulting from coastal 

reclamation arises some problems, the most frequent problem is who is entitled to the 

land reclamation. In this study, the authors will analyze how the status of land rights 

of coastal reclamation, and how the procedure of granting land rights of coastal 

reclamation. In examining this, the authors use the approach of legislation approach, 

concept approach, and case approach by analyzing several cases related to this 

research. The result of this research is that the status of reclaimed land rights is in the 

state's satisfaction aimed at the greatest prosperity of the people, but for those who 

assist the reclamation process is given a priority to propose rights to land with 

restrictions only on the Right to Use and Use Right Building. Regarding the 

procedure, similar to the procedure of granting the Right to Use and Building Use 

Right. 

 

Keywords: Legal Status, Land Rights, Reclamation . 
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